ABSTRAK

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit kepada
suatu perusahaan berbadan hukum asing yang tidak memiliki kantor pusat di
Indonesia yaitu AcrossAsia Limited atas permohonan PKPU yang diajukan oleh
PT First Media Tbk, perusahaan berbadan hukum Indonesia sebagai kreditor
satu-satunya atau tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme
PKPU terhadap badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia
dan untuk mengetahui bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip PKPU
sesuai dengan UUK-PKPU.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
yuridis normaif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode
pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang
diperoleh dari bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini mekanisme PKPU badan
usaha asing di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-
undangan. Bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip PKPU dalam putusan
pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada AcrossAsia
Limited menyimpang dari syarat dan ketentuan yang diatur yaitu Pasal 224 ayat
(1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 235 ayat (1), Pasal 290, Pasal 293 dan Pasal 245
UUK-PKPU. Selain itu, putusan pailit tersebut menimbulkan suatu masalah
yang berkenaan dengan yurisdiksi negara asing.
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